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WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 1% TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA KUPANG,
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bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun' 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat I Kupang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Necgara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent

ang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesi:
Tahun 2015 N & ( g P ndonesia

omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil

l(cpala_Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lecmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4416) scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar

Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan

Penyclenggaraan Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pcmcrintab,
Pemerintahan Dacrah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; °

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Dacrah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Opcrasional Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Opecrasional;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan angsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemcriksaan Badan Pemecriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah -dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagimana telah diubah .dcngan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenatang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2013;

Peratuan Dacrah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang
Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Kupang Nomor 163), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dacrah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Dacrah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor
05, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Kupang Nomor 181);

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(Lembaran Dacrah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor
170);

Peraturan Dacrah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Dacrah Kota Kupang Nomor 199);

Peraturan Dacrah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Dacrah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor
217);

. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor
226);
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Peraturan Dacrah Kola Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Dacrah Kota Kupang

Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Dacrah Kola Kupang Nomor 227);

Pcraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Dacrah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 13);

Peraturan Dacrah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2014 Nomor 02);

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.901.KU.64.AK/2015 Tanggal 19 Juli 2015 tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah Kota Kupang tentang Pertanggungjawaban P(?laksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Kupang tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;

Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 150);

Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2014 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

N PELAKSANAAN ANGGARAN
4.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfler
C.

Rp. 113.032.803.506,97

Rp. 848.156.798.315,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yg SahRp.

1.031.550.000,00  +
Jumlah Pendapatan

Rp. 962.221.151.821,97
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2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 552.842.685.029,00
2) Bclanja Bunga Rp. —u
3) Belanja Subsidi Rp. 3.597.408.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 6.292.548.620,00
S5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.180.947.080,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 57.820.000,00
7) Belanja Bantuan Kcuangan Rp. 5.321.750.000,00
8) Bcelanja Tidak Terduga Rp. 331.912.526,00 +
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 574.625.071.255,00
b. Belanja langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 38.701.940.346,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 166.119.961.528,20
3) Belanja Modal Rp. 122.955.020.199,00 +
Jumlah Belanja Langsung Rp. 327.776.922.073,20 +
Jumlah Belanja Rp. 902.401.993.328,20 -
Surplus Rp. 59.819.158.493,77
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 88.497.658.197,28
b. Pengeluaran Rp_ 15.000.000.000,00 -

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan

Pasal 2

Rp. 73.497.658.197,28 +
Rp. 133.316.816.691,05

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran |

Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam

penjabaran laporan rcalisasi anggaran.
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Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran [l
Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 5
Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota Kupang ini.
Pasal 6
Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kupang ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2015

AL JONAS SALEAN
Diundangkan di Kupang
2015

KOTA KUPANG, &,

BEHNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 186
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